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ABSTRAK

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun tanpa
disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang
selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan
antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di
perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan
sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota,
wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan
pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh
pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah
diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan
oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping
keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah
ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan
daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi
terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai
pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui
pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus
terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam
pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa,
dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan
“Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut
serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa”.

Kata Kunci: Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja, Lembaga Kemasyarakata Desa,
Pendapatan Desa Di Kabupaten Pandeglang

A. PENDAHULUAN

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun
tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan.
Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru
menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya
terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara

wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai
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ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat,
dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Memang pembangunan dibidang ekonomi yang selama ini dilakukan semakin
membaik, yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran namun
pembangunan tersebut perlahan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya
kesenjangan (Gini Ratio) yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan
komite ekonomi nasional (KEN) diperoleh angka bahwa tingkat Gini Ratio tahun 2011
sebesar 0,41, artinya 1 persen penduduk yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi
sebagai akibat dari tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan dan sulitnya menjangkau penduduk miskin karena keadaan geografis.

Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan
pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan
oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan
daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang
didistribusikan oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah
daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli
daerah (PAD).

Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa
adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan;

. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan;

2

3

4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;

5. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi;

6. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih;

7. Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender;

8. Lemahnya jaminan rasa aman;

9. Terbatasnya sarana dan prasarana wilayah;

10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;

11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta
terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam;

12. Lemahnya partisipasi.

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah dan desentralisasi sudah menjadi

mungkin sekali untuk mengejar ketertinggalan daerah pada berbagai bidang.
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Pendekatan anggaran, kegiatan serta pemberdayaan aparatur daerah menjadi prioritas
utama bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang
berkorelasi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan
daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan
pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa
akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa
dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui
pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus
terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam
pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga
kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.

Masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dan dikembangkan dalam
kerangka partisipasi pembangunan desa yang mampu berpartisipasi aktif dalam
pembangunan desa. Partisipasi aktif tersebut dapat melalui berbagai kegiatan yang
menyentuh aspek pembangunan social dan ekonomi masyarakat di desa.

Dari uraian latar belakang masalah ini maka akan dilihat dilakukan Pengembangan
Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Untuk meningkatkan
Potensi Pendapatan Desa Di Kabupaten Pandeglang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat
deskriptif yaitu data yang diperoleh akan dipresentasikan melalui kata-kata. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder berupa data kepustakaan yang meliputi bahan
hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangann yang berhubungan
erat dengan permasalahan yang akan diteliti;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum
primer, yaitu:

1) Berbagai buku mengenai perundang-undangan dan asas-asas hukum serta data-

data tertulis lain yang terkait dengan penelitian;
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2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan
dengan penelitian;

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui data primer dan data

sekunder.

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang

diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang
sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang di
teliti;

b. Wawancara yang mendalam (Deep Interview) yakn metode untuk
mengumpulkan data degan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun
kepada informan-informan.

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan-bahan berupa: buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan

lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif, melalui teknik deskriptif

akan dikumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh selama penelitian lalu

kemudian akan di interpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan

C. PEMBAHASAN

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi
pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
antar wilayah. Perkembangan desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-
rata pertumbunhan 2,29 persen atau 1.409 desa pertahun. Tetapi peningkatan
tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya.
Berdasarkan data Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2014
terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa.
Berdasarkan analisis KDPDTT dari jumlah tersebut terdapat 52,79 persen desa
tertinggal dan 23,32 persen desa sangat tertinggal.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan
pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu: Pertama, dengan perencanaan
partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut
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“desa membangun”, Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan
supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat
dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan yang disebut “membangun
desa”. Kedua pola pembangunan tersebut mempunyai tujuan yang sama namun
poladan cara yang dilakukan mempunyai perbedaan antar keduanya. Undang-
Undang Desa membedakan dengan tegas antara konsep pembangunan perdesaan
(membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun).

Dalam pembangunan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai
bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang tidak
menyeluruh dan tidak di kontomsini menjadi penting dan mendasar dalam
penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan pedesaan maupun
perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan, perlakuan wilayah, khususnya
oleh pelaku pembangunan.

Selama ini masyarakat pedesakan dicirikan dengan kondisinyayang serba
kurang jika disebandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi
jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh di
atas masyarakat pedesaan. Dari segi pendidikan,jumlah serta kualitas pendidikan
masyarakat desa jauh di bawah masyarakat perkotaan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah pedesaan
saat ini, secara umum Kkita di hadapkan pada banyak tantanganyang sangat
berbeda sifatnnya dibandingkan pada masa — masa yang lalu. Tantangan pertama
berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang
berhubungan dengan liberasi arus investasi dan perdagangang gobal, sedangkan
yang kedua bersifat internal, yaitu yangberkaitan dengan perubahan kondisi
makro maupun mikro dalam negeri, masalah migrasi dan sektoral, ketahanan
pangan masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan

permodalan, masalah iptek, SDM,lingkungan dan masih banyak lagi,

2. Potensi Desa
Potensi dalam penelitian ini adalah daya, kekuatan, kesanggupandan
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi
Potensidesa adalah daya,kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki
oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan

dalam rangka meingkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua ;pertama
adalah potensi fisik yang berupa tanah,air, iklim,lingkungan geografis, binatang
ternak dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non fisik berupa
masyarakat dengan corak dan interaksinya lembaga-lembaga social, lembaga
pendidikan dan organisasi social desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara
lebih rinci potensi desa dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Potensi Fisik
Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada
didesa berupa :

a. Lahan, lahan tidak hanyasebagai tempattumbuh tanaman, tetapijuga
sebagaisumber bahan tambang dan mineral. Lahan memilikijenis tanah
yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. misalnya jenis
tanahaluvial cocokbagi tanaman padi, jagung dan kacang, jenis tanah
berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu.Pada lahan juga di mungkinkan
terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur,pasir kuarsa
batu marmer dan sebagainya

b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat |,
missalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan bahan mineral.

c. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah
dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata
air, berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat
dibutuhkan oleh setiap makhlu hidupuntuk bertahan hidup dan juga untuk
aktifitas sehari-hari.

d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperature dan curah hujan yang
sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggisn tertentu, suatu desa
menjadi maju karena kecocokan iklimna bagi pengembangan tanaman dan
pemanfaatan tertentu, Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan
tempat peristirahatan, sehingga corakiklim sangat mempengaruhi
kehidupan masyarakat desa.

f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan gizi bagi masyarakat
pedesaan. Pada desa agraris ternakjuga dapat menjadi infestasi dan sumber
pupuk.

g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengelolaan lahan

petani, sehingga manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi
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suatu wilayah untuk mengelolasumber dayaalamyang ada. Tingkat
pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor
yang sangat mentukan dalam pembangunan desa.

2. Potensi Non Fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan denganmasyarakat

desadan tata prilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa

aparatur desa adat idtiadat dan budaya. Potensi fisik lainnya adalah lembaga
desa yang hidup dalamwaktu yang lama akan membentuk tata kehidupan
tersendiri. Adapunpotensi desa non fisiktersebut antara lain :

a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyonganyang tinggi
dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gameinschaft) merupakan landasan
yang kokohbagi kelangsunganprogram pembangunan danmerupakan
kekuatan dalam membangun pedesaan.

b. Lembaga dan Organisasi Social, lembaga atau organisasi social merupakan
suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam
kehidupan sehari —hari, seperti:

1) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tim Penggerak
PKK,Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna
dan lain — lain.

2) Lembaga pendidikan, sepertisekolah, perpustakaan  desa,
kelompencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain- lain.

3) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandi, dan BKIA

4) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi UnitDesa (KUD),Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes,Pasar Desa,dan lumbung desa.

c. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancarandan
ketertiban pemerintah desa.Perannya sangat penting bagi perubahan dan
tingkat perkembangan desa. Contohnya : Kepala desa, Kepala dusun,
Kepala adat, dan lain — lain Aparatur dan pamong desa merupakan sarana
pendukungkelancaran dan ketertiban pemerintah desa.Perannya sangat
penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya :
Kepala desa, Kepala dusun, Kepala adat, dan lain
Potensi fisik dan non fisikdesa tersebut merupakan factor penunjang

peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan — bahan pokok
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bagi masyarakat kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan
digolongkanmenijadi tiga :
1. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi
rata, dan
Dilengkapi denganirigasi teknis
2. Wilayah desaberpotensi sedang, terdapatdidaerah dengan lahan pertanian
agak subur,
Topografi tidak rata, serta irigasi sebagianteknisdan semi teknis
3. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur
topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curahujan.
Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong
terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui pengembangan
potensi unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta pemberdayaan
masyarakat,sedangkansecara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalh :
1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab;
2. Mengembangan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan Rumah TanggaMiskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsidan peran Unit Pengelola Keuangan
dan Usaha (UPKu) sebagaiLembagaPemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk,memfasilitasidan memberikanpembinaan Pokmas UEP terutama
pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang
disesuaikan dengan kareakteristik tipologi Desa/Kelurahan
6. Mendorong terwujudnyaketerpaduanperan dan kemitraan antar Dinas/Instansi
Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainya sebagai pelaku dan

fasilitor program.

STRATEGI PEMBANGUNAN POTENSI DESA

Ada beberapa halyang bias dilakukan sebagai landasan dalam
mengembangkan potensi pedesaan sebagai salah satu instrument yang akan
menjdi indicator pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai berikut :
1. Sebuah modul kota dasar (basic urban module) yang terdiri dari distrik-

distrik  otonom,yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau
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kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang
tersebar di area seluas 10-15 km2.

Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah
dari segala penjuru diwilayah tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda,
selama 20 menit atau kurang.

Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas public

terstandarisasi.

. Dipilih satu wilayah pusat (area desakota yang telah mengalami transformasi

sepesial paling besar) untuk dibangun sebagai pusat pengelolaan potensi
pedesaan terkait.

Lokasi dan system transportasi diwilayah terkait dan pusat pelayanan harus
memungkinkan para petani untuk menglaju (commuting)

Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang
menghasilkan satu komoditas atau badan mentah utama dan beberapa
komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk
membentuksatuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam
wadah koperasi,perusahaan kecil dan menengah.

Ada  beberapalangkah  yangperlu  dilakukan  agarpelaksanaan
pengembangan potensi desabisaberjalan dengan lancer, efektif dan efisien
sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat.Langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut :

Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia

untuk menentukan obyek obyek yang bisadikembangkan

. Melakukan survai lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan di

jadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitas-fasilitas
yang akan di implementasikan.

Melakukan pengkajian melalui tubulasi dan analisis terhadap data yang
terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan
Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan
kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.

Merumuskan design atau rencana strategis Yyang berorientasipada
pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis
kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Mengimplementasikan designatau rencana strategis yang telah dihasilkan.
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Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan
partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini di perlukan agar setiap
program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat,
mulaidari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga
pemeliharaan, = Dengan  mengembangkan  partisipasimasyarakatmaka
pembangunan akan lebih efeltif dan efisien karena masyarakatakan lebih
bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa
ikut memiliki setiap hasilpembangunan desa.Untuk mendukung pelaksanaan
potensi desa diatas dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya:

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan
Musyawaratan desa, Pimimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun
Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam
sosialisasi ini perlu di sampaikan maksudpengembangan potensi desa,
langkah-langkah yang perlu di tempuh, dan tugas serta peran
masingmasing.

2. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing
RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah
desa.

3. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan
masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga;

4. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan
dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil
pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Timtim
pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.

5. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta
pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar
benarbenar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk
disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program
Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim
yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

Dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah
melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan link and macth. Karena
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link and macth merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik.
Artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah
pusat (top down planing) dan pemerintah desa (bottom up Planing) sangat
diperlukan. Dalam hal ini kebijakan pembangunan di pedesaan juga harus
tidak bertolak belakang dengan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah pusat.
Adapun dasar strategi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah
. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat

. Membangun dari pinggiran dan dari desa

A w N R

. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang
memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dangan SDM berkualitas,
inovasi. kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat

5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari

pembangunan daerah yang berkualitas

Dalam upaya mencapai sinergi pembangunan yang diinginkan maka ada
beberapa aturan dan ketentuan yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Sesuai
dengan tujuan pembangunan pada pemerintahan daerah saat ini maka ketentuan
dan aturan yang harus dipenuhi menyangkut norma, dimensi pembangunan, dan
kondisi sosial. ekonomi yang terjadi.

Dengan berdasarkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah pusat maka hal yang perlu dilakukan dalam mencapai sinergisitas
pembangunan adalah dengan pembangunan dari daerah/desa dari bawah (Button
up Planing) atau yang dikenal dengan membangun dari pinggiran. Tujuan utama
dalam pembangunan ini adalah memperkuat daerah atau desa untuk
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan.

Selain sinergisitas kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah
pinggiran juga harus berbasis pada strategi pembangunan nasional yaitu
penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:

I. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan umum untuk pelayanan dasar di

pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

2. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD,

dunia usaha dan masyarakat.

3. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat.

4. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
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5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, administrasi,
kependudukan, pertanahan akta-akta daministrasi dan sebagainya

6. Peningkatan konektifitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan
perhubungan dipedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

7. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar
daerah. Untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan pedesaan
maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

1. Evaluasi Struktural.

Sasaran utama evaluasi struktural adalah tertatanya struktur dan system
hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah
desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk
komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural,
diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat
memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi
tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut
serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari
dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan
menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang
selama
ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang
sulit.

Evaluasi struktural dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai
benkut:
a. Pengembangan jaringan pendukung
b. Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat Pengembangan
kapasitas kelembagaan.
c. Peningkatan akscbililas masyarakat terhadap informasi.
d. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan
keputusan.
e. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
f. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.
2. Evaluasi Subyektlf.

Evaluasi subyektif (non struktural) adalah menempatkan manusia

sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat
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menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat
local dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat
meningkatkan  peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam
disekitarnya.

Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal
dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah
dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat
untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan
keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya
penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal
yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali
masyarakan: dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak
lingklmgan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:

a. Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
b. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.

c. Pengembangan kualitas diri.

d. Pengembangan kapasitasmasyarakat.;

e. Pengembangan keterampilan masyarakat.

f. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Dan untuk merealisasikan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan
cara:

I) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja
dan kesempatan berusaha.
2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan,
pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
3) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian
lingkungan.

4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan diwilayah Desa

C. PENUTUP
Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi
yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan maaing-masing dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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1. Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya
kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan
Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan desa
harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa
(potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing
masing desa.

2. Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkab, dasar, dan
strategi kebijakan yang cerdas. Dalam upaya pengembangan potensi dan perlu
memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan

bertanggung jawab..
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